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LASKAR MAUNG BODAS


BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH

Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Laskar Manusia Unggul Boga Darah Siliwangi di singkat LASKAR MAUNG BODAS.

Pasal 2
Waktu
LASKAR MAUNG BODAS di dirikan dan di deklarasikan di Rancah Ciamis Jawa Barat Pada Tanggal 01 Juni 2016 di bawah naungan YAYASAN MAUNG BODAS untuk jangka waktu yang tidak di tentukan lamanya.

Pasal 3
Kedudukan
Dewan Peembina dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LASKAR MAUNG BODAS ini berkedudukan di wilayah Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaen Ciamis.

Pasal 4
Wilayah
Wilayah Kerja Organisasi ini meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tebagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan


BAB II
AZAS, JATI DIRI DAN WATAK

Pasal 5
Azas
LASKAR MAUNG BODAS ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6
Jatidiri
Jati Diri LASKAR MAUNG BODAS adalah kekeluargaan, kerakyatan, kebangsaan, religiusitas dan keadilan sosial


Pasal 7
Watak
Watak LASKAR MAUNG BODAS adalah demokratis, independen, pantang menyerah, berpendirian teguh, percaya diri, bermanunggal bersama rakyat, terbuka, jujur, amanah, taat hukum yang senantiasa berjuang untuk kepentingan masyarakat, agama, bangsa dan Negara. 


BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 8
Visi
Visi LASKAR MAUNG BODAS adalah menjadi organisasi yang mampu menciptakan dan memberdayakan kesejahteraan anggota dan masyarakat yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan relegiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat, berkepribadian di bidang budaya dan mandiri di bidang ekonomi.

Pasal 9
Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut LASKAR MAUNG BODAS mengemban misi dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara antara lain :
	(1).
	Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

	(2).
	Bersinergi dengan Pemerintah dalam mendorong Pembangunan Nasional dan Daerah yang menitikberatkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkesinambungan dan mengawasi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

	(3).
	Membentuk tatanan sosial dan budaya masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

	(4).
	Bersinergi dengan jajaran TNI, POLRI dan jajaran keamanan lainnya guna membantu terciptanya tatanan pertahanan keamanan yang kondusif, aman terkendali.

	(5).
	Menegakan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di muka hukum dan melindungi seluruh warga NKRI secara berkeadilan tanpa memandang latar belakang, profesi, suku, ras, agama dan golongan.

	(6).
	Bersinergi dengan para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Keagamaan dalam upaya penyebaran syiar, pembentukan karakter SDM yang memiliki akhlak yang terpuji, meningkatkan toleransi dan tenggang rasa.

	(7).
	Menyerap berbagai bantuan pemerintah untuk dapat di serap oleh masyarakat dan anggota secara tepat guna dan tepat sasaran.



BAB IV
TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 10
Tujuan
	(1).
	Meningkatkan Hak-hak masyarakat secara konstitusional yakni hak sebagai warga masyarakat dan hak sebagai warga Negara tanpa mengesampingkan kewajibannya.

	(2).
	Berjuang untuk terus mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi pelindung masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan dan memberdayakan segenap potensi anggota dan segenap potensi masyarakat sebagai elemen bangsa dalam pelaksanaan penyelengaraan pembangunan nasional ataupun di daerah.

	(3).
	Menciptakan dan mengembangkan iklim tatanan kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif untuk turut mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat

	(4).
	Ikut berperan serta dalam Mendoorong pembangunan nasional ataupun daerah sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai kerakyatan, nasionalisme dan religiusitas serta mampu menyerap dan menyalurkan berbagai bantuan pemerintah secara tepat guna dan teoat sasaran




Pasal 11
Fungsi
	(1).
	Sarana pembentukan dan pembangunan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

	(2).
	Mendidik dan mencerdaskan masyarakat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara

	(3).
	Sebgi sarana komunikasi, informasi, konsultasi kordinasi dan silaturahmi antara sesama anggota, anggota dengan masyarakat dan/atau institusi masyarakat, organisasi dengan pemerintah/lembaga Negara lainnya.

	(4).
	Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, Menyerap dan menyalurkan berbagai bantuan pemerintah secara tepat guna dan tepat sasaran untuk dapat terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat, terciptanya Sumber Daya Manusia yang memiliki akhlak mulia dan cerdas

	(5),
	Sebagai Organisasi yang dapat mermanunggal bersama rakyat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dan bersinergi dengan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan pemerataan pembangunan



Pasal 12
Kegiatan
Laskar MAUNG BODAS melaksanakan kegiatan sbb :
	(1).
	Menciptakan dan membina tatanan kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, beragama, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh tali silaturahmi, toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa

	(2).
	Menghimpun,mengkaji, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi anggota dan segenap lapisan masyarakat demi terciptanya peningkatan pada setiap aspek yang meliputi IPOLEKSOSOBUDHANKAMAG (Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama) sebagai wujud nyata ikut berperan serta memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan.

	(3).
	Mengembangkan segenap potensi organisasi, masyarakat serta potensi daerah untuk berperan serta secara aktif dalam tata pelaksanaan penyelenggaraan  Negara.

	(4).
	Menegakan serta menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat dalam setiap langkah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera serta mendukung Otonomi Daerah

	(7).
	Berperan serta aktif merumuskan dan mengimplementasikan program-program penyehatan perekonomian nasional yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan guna mampu secepatnya mengatasi dan mempersempit berbagai kesenjangan di masyarakat sertasekaligus meningkatkan daya saing perekonomian di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional

	(8).
	Menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan baik formal maupun non formal  di berbagai jenjang mulai dari usia dini (pra sekolah) sampai tingkat Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kesetaraan bagi dan berbagai pelatihan dan kursusu bagi generasi putus sekolah sebagai upaya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai wujud nyata turut mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 45

	(9).
	Menyelenggaran berbagai  kegiatan keagamaan dalam upaya pembinaan mental  spiritual anggota dan masyarakat agar tercipta masyarakat yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia, tercipta iklim toleransi yang kondusif dan meningkatnya ukhuwawah islamiyah.

	(10).
	Melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan berbagai kegiatan kemanusiaan diantaranya kegiatan tanggap  darurat dan penggalangan dana bantuan untuk pengungsi dan korban bencana alam, pembinaan dan pemberian bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, yatim piatu, gelandangan, jompo dan sabilillah, memberikan perlindungan konsumen, program pelestarian lingkungan hidup serta program pelestarian seni tradisional dan budaya.

	(11).
	Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bakti sosial.

	(12).
	Mengembangkan dan memperjuangkan aspirasi untuk kepentingan rakyat menjadi dasar utama dalam penyelanggaraan pemerintahan yang bersih dan professional dan melayani kepentingan masyarakat (good govermence) yang senantiasa dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas 

	(13).
	Berperan aktif bersama unsur/elemen Organisasi Kemasyarakatan atau profesi, organisasi mahasiswa, TNI, POLRI, ORSOSPOL, LSM dan seluruh lapisan masyarakat untuk secepatnya keluar dari berbagai krisis yang melanda bangsa dan Negara guna memasuki  Era Globalisasi dengan mantap

	(14)
	Menjalin sinergitas dengan berbagai tokoh dan lembaga keagamaan dalam upaya penyebaran syiar islam

	(15).
	Menyampaikan serta menyebarluaskan pemikiran pemikiran organisasi kepada pihak pihak yang berkompeten baik ditingkat lokal, regional maupun nasional dalam melanjutkan pembangunan serta penegakan supremasi hukum 

	(16).
	Menciptakan serta mewujudkan kamtibmas dan membuat data base serta pusat informasi dan pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan gangguan kamtibmas.

	(17).
	Mengupayakan penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

	(18).
	Menyiapkan dan memberikan informasi serta komunikasi yang diperlukan para anggota dan masyarakat pada umumnya tentang berbagai kebijakan organisasi yang taktis dan strategis demi kepentingan masyarakat. 

	(19).
	Menyiapkan dan melaksanakan usaha arbitrase atau upaya menengahi, mendamaikan, mengamankan dan turut menyelesaikan perselisihsn yang mungkin terjadi antar anggota atau antar berbagai pihak yang berselisih. 




BAB V
ANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 13
Anggota
	(1).
	Anggota LASKAR MAUNG BODAS adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Lembaga yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota yang telah memenuhi ketentuan Organisasi LASKAR MAUNG BODAS

	(2).
	Keanggotaan LASKAR MAUNG BODAS terdiri dari :

	
	1. ANGGOTA PENDIRI yaitu Perorangan yang telah memperakarsai dan mendeklarasikan pendirian Organisasi LASKAR MAUNG BODAS serta menandatangani Akta Pendirian Organisasi LASKAR MAUNG BODAS.
2. ANGGOTA BIASA yaitu perorangan yang menjadi anggota LASKAR MAUNG BODAS yang terlebih dahulu mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Organisasi LASKAR MAUNG BODAS.
3. ANGGOTA BRIGADE yaitu perorangan yang telah menjadi anggota Organisasi LASKAR MAUNG BODAS yang memiliki kecakapan/keterampilan/kemampuan/kualifikasi dan keahlian tertentu.
4. ANGGOTA KEHORMATAN yaitu Perorangan yang di angkat dan di tetapkan berdasarkan ketokohannya serta  di jabat oleh pribadi-pribadi dari berbagai kalangan organisasi dan profesi yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada perjuangan Organisasi LASKAR MAUNG BODAS serta mampu meningkatkan dan mengembangkan serta memberdayakan Organisasi LASKAR MAUNG BODAS sesuai dengan visi, misi dan tujuan Organisasi LASKAR MAUNG BODAS.
5. ANGGOTA KELEMBAGAAN yaitu Badan-Badan Otonom yang merupakan perangkat Organisasi LASKAR MAUNG BODAS (Lembaga, Yayasan, Perhimpunan/Perkumpulan serta Badan Usaha) di lingkungan Organisasi LASKAR MAUNG BODAS yang di bentuk sesuai dengan makanksud pembentukannya sesuai dengan visi, misi dan tujuan Organisasi LASKAR MAUNG BODAS.

	(2).
	Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan LASKAR MAUNG BODAS sebagaimana di atur pada ayat (1) diatas, akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.



Pasal 14
Kader
	(1).
	Kader LASKAR MAUNG BODAS adalah anggota LASKAR MAUNG BODAS yang merupakan tenaga inti dan penggerak Organisasi

	(2).
	Pembentukan Kader LASKAR MAUNG BODAS dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara berjenjang di dalam Pendidikan dan Latihan (DIKLAT)

	(3).
	Strata Kader LASKAR MAUNG BODAS

	
	A. Kader Penggerak
B. Kader Pratama
C. Kader Muda
D. Kader Madya
E. Kader Utama
F. Kader Manggala

	(4).
	Kader LASKAR MAUNG BODAS tersebut di persiapkan untuk menjadi :

	
	a. Calon Pengurus Organisasi  

	
	b. Calon Dewan Pembina

	
	c. Calon Pengurus Badan-Badan Otonom dan Lainnya

	(5).
	Perauran lebih lanjut Kewajiban Anggota sebagaimana di maksud pada Pasal (1), Pasal (2), Pasal (3) dan Pasal (4) di atas di atur dalam Anggaran Rumah Tangga




BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA 

Pasal 15
Kewajiban Anggota
Setiap Anggota berkewajiban untuk :
	(1).
	Menjunjung tinggi Nama Besar dan Kehormatan Organisasi

	(2).
	Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan LASKAR MAUNG BODAS yang berlaku

	(3).
	Aktif melaksanakan kebijakan dan Program Kerja Organisasi

	(4).
	Perauran lebih lanjut Kewajiban Anggota sebagaimana di maksud pada Pasal (1), Pasal (2) dan Pasal (3) di atas di atur dalam Anggaran Rumah Tangga



Pasal 16
Hak Anggota
	(1).
	Setiap Anggota mempunyai hak sebagai berikut :

	
	A. Bicara dan memberikan suara

	
	B. Memilih dan dipilih

	
	C. Membela Diri

	(2).
	Perauran lebih lanjut Kewajiban Anggota sebagaimana di maksud pada Pasal (1) di atas di atur dalam Anggaran Rumah Tangga









BAB VII
ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 17
Organisasi
	(1).
	LASKAR MAUNG BODAS adalah Organisasi dengan bentuk Kejuangan dan wadah aspirasi segenaplapisan masyarakat yang menitikberatkan pada Gerakan Sosial, Keagamaan,Kemanusiaan dan Moralitas yang berdasarkan Pancasila serta nilai-nilai luhur budaya bangsa 

	(2).
	LASKAR MAUNG BODAS merpakan perhimpunan segenap lapisan masyarakat dari berbagai suku, ras, agama, gender dan pendidikan dalam semua jenjang/tingkatan yang memiliki persamaan persefsi, tujuan dan wawasan kebangsaan  Bhineka Tunggal Ika yang merupakan landasan pemikiran dan tindakan untuk mewujudkan Masyarakat dan Bangsa yang beradab, berbudaya dan anti diskriminatif guna memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

	(3).
	LASKAR MAUNG BODAS adalah Organisasi yang bersifat Independen bukan Organisasi Politik dan/atau bagiannya yang dalam melaksanakan kegiatannya bersifat nirlaba.

	(4).
	Struktur Oranisasi LASKAR MAUNG BODAS terdiri dari :
1. Dewan Pembina (DP)
2. Tingkat Pusat disebut dengan Dewan Pimpnan Pusat (DPP)
3. Tingkat Provinsi disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
4. Tingkat Kabupaten/Kota djsebut dengan Dewan Pimpinan Resort (DPR)
5. Tingkat Kecamatan disebut dengan Pimpinan Sektor (PS)
6. Tingkat Desa/Kelurahan disebut dengan Pimpinan Sub Sektor (PSs)



Pasal 18
Wewenang dan Kewajiban
Dewan Pembina
	(1).
	Dewan Pembina adalah Dewan Pimpinan Tertinggi Organisasi yang di pimpin oleh seorang Ketua Dewan Pembina.

	(2).
	Ketua Dewan Pembina memiliki  wewenang :
a. Menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi sesuai dengan AD.ART, keputusan MUBES dan MUBESLUB dan RAPIMNAS 
b. Menetapkan Ketua Umum berdasarkan Keputusan MUBES yang memilihnya,
c. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pakar.
d. Memberikan pengarahan, petunjuk pertimbangan, saran dan nasehat kepada seluruh anggota dan pengurus organisasi di semuajenjang/tingkatan.
e. Memberikan persetujuan atau penolakan :

	
	
	1. Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Resort (DPR), Dewan Penasehat (DP) Tingkat Pusat dan Dewan Pakar.
2. Pembentukan Organisasi Sayap/Badan-Badan Otonom dan Badan Usaha lainnya tingkat pusat dan Daerah
3. Penyelenggaraan MUBESLUB
4. Penyelenggaraan RAPIMNAS, RAKERNAS dan KONFERENSI NASIONAL
5. Membrhentikan pengurus yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, diberhentikan dan meeninggal dunia di tingkat Pusat, Daerah dan tingkat resort
6. Menjalin Hubungan dan Kerjasama dengan pemerintah,  Ormas, LSM dan Badan atau Lembaga lainnya.
7. Penetapan pengisian lowongan antar waktu di tingkat DPP, DPD dan DPR
8. Pengambilan Keputusan untuk hal-hal yang strategis.



Pasal 19
Wewenang dan Kewajiban
Dewan Pimpinan Pusat
	(1).
	Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana Tertinggi Organisasi yang di pimpin oleh seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat yang bersifat kolektif

	(2).
	Dewan Pimpinan Pusat memiliki  wewenang :
a. Membuat Program Kerja Tahunan dan Peraturan Organisasi di tingkat Nasional sesuai AD/ART, Keputusan MUBES,MUBESLUB dan RAPIMNAS.
b. Menetapkan Ketua DPD sesuai Ketetapan hasil MUSDA.
c. Menetapkan Ketua DPC sesuai Ketetapan hasil MUSRES.
d. Menetapkan Komposisi Pengurus DPP, DPD dan DPR
e. Menetapkan Komposisi Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar.
f. Menyelesaikan Perselisihan pengurus DPD
g. Memberikan Sanksi sesuai Keputusan AD.ART
h. Menyelenggarakan MUBES, MUBESLUB, RAPIMNAS dan Konferensi Nasional.
i. Membentuk Badan/Lembaga untuk tugas-tugas tertentu
j. Menjalin Hubungan dengan Pemerintah, Ormas, LSM dan Badan atau Lembaga lainnya.
k. Menyelenggarakan MUSDALUB
l. Pembentukan Organisasi Sayap/Badan-Badan Otonom dan Badan Usaha lainnya.

	(3).
	Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :
1. Melaksanakan/merealisasikan Program Kerja Tahunan dan Peraturan Organisasi di tingkat Nasional sesuai AD/ART, Keputusan MUBES,MUBESLUB dan RAPIMNAS.
2. Memberikan Pertanggung jawaban pada MUBES atau MUBESLUB.



Pasal 20
Wewenang dan Kewajiban
Dewan Pimpinan Daerah
	(1).
	Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Pelaksana Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi di pimpin oleh seorang Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

	(2).
	Dewan Pimpinan Daerah memiliki  wewenang :
a. Membuat Program Kerja Tahunan dan Peraturan Organisasi berdasarkan  AD/ART, Keputusan MUBES,MUBESLUB, MUSDA dan RAPIM baik Nasional atau Daerah.
b. Mengajukan Calon Pengurus DPD dan DPC Kepada DPP
c. Menyelesaikan Perselisihan Pengurus DPR
d. Menyelenggarakan MUSDA
e. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah.
f. Mentelenggarakan RAKERDA
g. Menyelenggarakan MUSRESLUB
h. Membentuk Badan/Lembaga untuk tugas-tugas tertentu
i. Memberikan persetujuan atas penetapan Pengurus Pimpinan Sektor 
j. Melaksanakan Pembinaan terhadap sayap organisasi di tingkat provinsi

	(3).
	Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban :
1. Melaksanakan/merealisasikan Program Kerja Tahunan dan Peraturan Organisasi di tingkat Nasional sesuai AD/ART, Keputusan MUBES, MUBESLUB, MUSDA, RAPIM baik Nasional atau Daerah.
2. Memberikan Pertanggung jawaban pada MUSDA atau MUSDALUB.




Pasal 21
Wewenang dan Kewajiban
Dewan Pimpinan Resort
	(1).
	Dewan Pimpinan Resort (DPR)  adalah Dewan Pelaksana Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota di pimpin oleh seorang Ketua Dewan Pimpinan Resort

	(2).
	Dewan Pimpinan Resort memiliki  wewenang :
a. Membuat Program Kerja Tahunan dan Peraturan Organisasi berdasarkan  AD/ART, Keputusan MUBES, MUBESLUB, MUSDA. MUSRES dan RAPIM baik Nasional atau Daerah.
b. Menetapkan dan mengesahkan Komposisi Pengurus Pimpinan Sektor
c. Memberikan persetujuan dan penetapan susunan pngurus Pimpinan Sub Sektor.
d. Menyelesaikan Perselisihan Pengurus DPS
e. Menyelenggarakan MUSRES
f. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Resort
g. Menyelenggarakan RAKERRES
h. Menyelenggarakan MUSRESLUB
i. Menetapkan Pngisian Jabatan lowong antar waktu Pimpinan Sektor
j. Membentuk Badan/Lembaga untuk tugas-tugas tertentu
k. Memberikan persetujuan atas penetapan Pengurus Pimpinan Sektor 
l. Melaksanakan Pembinaan terhadap sayap organisasi di tingkat Kabupaten/Kota

	(3).
	Dewan Pimpinan Resort berkewajiban :
1. Melaksanakan/merealisasikan Program Kerja Tahunan dan Peraturan Organisasi di tingkat Kabupatn/Kota sesuai AD/ART, Keputusan MUBES, MUBESLUB, MUSDA, MUSRES, RAPIM baik Nasional, Daerah atau Resort
2. Memberikan Pertanggung jawaban pada MUSRES atau MUSRESLUB



Pasal 22
Wewenang dan Kewajiban
Pimpinan Sektor
	(1).
	Pimpinan Sektor (PS) adalah Dewan Pelaksana Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan di pimpin oleh seorang Pimpinan Sektor

	(2).
	Dewan Pimpinan Sektor memiliki  wewenang :
a. Membuat Rencana Kerja Tingkat Kcamatan berdasarkan  AD/ART, Keputusan MUBES, MUBESLUB, MUSDA. MUSRES dan RAPIM baik Nasional, Daerah,  Resort dan Sektor 
b. Menetapkan dan mengesahkan Komposisi Pengurus Pimpinan Sub Sektor atas perstujuan Dewan Pimpinan Resort
c. Menyelesaikan Perselisihan Pengurus DPSs
d. Menyelenggarakan MUSEK
e. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Sektor
f. Menyelenggarakan RAKERSEK
g. Menyelenggarakan MUSEKLUB
h. Menetapkan Pngisian Jabatan lowong antar waktu Pimpinan Ranting
i. Melaksanakan Pembinaan terhadap sayap organisasi di tingkat Kecamatan

	(3).
	Dewan Pimpinan Sektor berkewajiban :
1. Melaksanakan/merealisasikan Rencana Kerja Tahunan dan semua ketentuan dan Peraturan Organisasi di tingkat Kecamatan sesuai AD/ART, Keputusan MUBES, MUBESLUB, MUSDA, MUSRES, RAPIM baik Nasional, Daerah, Resort dan Sektor
2. Memberikan Pertanggung jawaban pada MUSEK atau MUSEKLUB



Pasal 23
Wewenang dan Kewajiban
Pimpinan Sub Sektor
	(1).
	Pimpinan Sub Sektor (PSs) adalah Dewan Pelaksana Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Desa di pimpin oleh seorang Pimpinan Sub Sektor

	(2).
	Dewan Pimpinan Sub Sektor memiliki  wewenang :
a. Membuat Rencana Kerja Tahunan Tingkat Desa  berdasarkan  AD/ART, Keputusan MUBES, MUBESLUB, MUSDA. MUSRES dan RAPIM baik Nasional, Daerah,  Resort, Sektor dan Sub Sektor.
b. Menyelenggarakan MUSsEK
c. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Sub Sektor
d. Melaksanakan Pembinaan terhadap sayap organisasi di tingkat Desa

	(3).
	Dewan Pimpinan Sub Sektor berkewajiban :
1. Melaksanakan/merealisasikan Rencana Kerja Tahunan dan smua ketentuan dan Peraturan Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan sesuai AD/ART, Keputusan MUBES, MUBESLUB, MUSDA, MUSRES, RAPIM  baik Nasional, Daerah, Resort, Sektor dan Sub Sektor.
2. Memberikan Pertanggung jawaban pada MUsSEK atau MUSsEKLUB




BAB VIII
DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PAKAR

Pasal 24
Wewenang dan Kewajiban
Dewan Penasehat
	(1).
	Dewan Penasehat berfungsi memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan atau Pimpinnan Organisasi sesuai dengan tingkatannya.

	(2).
	Saran, nasehat dan pertimbangan yang di sampaikan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan atau Pimpinnan Organisasi sesuai dengan tingkatannya 

	(3).
	Dewan Penasehat wajib menghadiri rapat-rapat Dewan Pimpinan atau Pimpinnan Organisasi sesuai dengan tingkatannya

	(4).
	Dewan Pimpinan atau Pimpinnan Organisasi wajib mengundang Dewan penasehat sesuai tingkatan untuk menghadiri rapat-rapat organisasi.

	(5).
	Ketua DPP ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina

	(6).
	Ketua Dewan Penasehat Tingkat DPD, DPR, PS dan PSs di tetapkan oleh MUSDA, MUSRES, MUSEK dan MUSsEK melalui Formatur.

	(7).
	Ketentuan Lebih lanjut mengenai Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.






Pasal 25
Wewenang dan Kewajiban
Dewan Pakar
	(1).
	Dewan Pakar berfungsi membantu Dewan Pimpinan Pusat organisasi dalamm merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan yang berhubungan dengan program organisasi sesuai keahlian/kepakarannya.

	(2).
	Ketua Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina

	(3).
	Ketentuan Lebih lanjut mengenai Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.




BAB IX
ORGANISASI SAYAP/BADAN OTONOM/BADAN USAHA
Pasal 26
	(1).
	Organisasi Sayap membentuk Badan Otonom/Badan Usaha sebagai sumber anggota dan sumber usaha atas persetujuan Dewan Pembina.

	(2).
	Badan Otonom, Organisasi Sayap/Badan Usaha yang dinyatakan syah adalah Badan Otonom/Badan Usaha yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPP yang disetujui oleh Ketua Dewan Pembina

	(3).
	Pengesahan Pengurus Pimpinan Pusat organisasi sayap, Badan Otonom/Badan Usaha organisasi di tetapkan oleh DPP yang disetujui oleh Ketua Dewan Pembina

	(4).
	Pengesahan Pengurus organisasi sayap, Badan Otonom/Badan Usaha organisasi di tingkat Provinsi/Daerah, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di tetapkan oleh Pimpinan Pusat Badan Otonom/Badan Usaha masing-masing tingkatannya

	(5).
	Pengaturan Lebih lanjut mengenai Organisasi Sayap, Badan Otonom/Badan Usaha diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.




BAB X
                                     HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 27
Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga
	(1).
	LASKAR MAUNG BODAS dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan ormas dan badan/lembaga lain yang memiliki persamaan visi,misi, persefsi dan ideologi untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dan mencapai tujuan lainnya

	(2).
	Pengaturan Lebih lanjut mengenai hubungan dan kerjasama dengan ormas diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.




BAB XI
MUBES DAN RAPAT-RAPAT
Bagian Ke Satu
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL
Pasal 28
Musyawarah Besar
	(1).
	MUBES adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi yang diadakan sekali dalam 5 tahun

	(2).
	Kongres berwenang :
a. Menetapkan dan/atau merubah AD/ART Organisasi
b. Menetapkan Program Kerja Umum Organisasi untuk 5 Tahun
c. Menilai pertangging jawaban DPP
d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina
e. Memolih dan menetapkan Calon-calon Ketua Umum
f. Ketua Umum terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 16 Orang anggota formatur untuk menyusun pengurus DPP
g. Menetapkan kebijakan dan keputusan organisasi yang bersifat strategis

	(3).
	Kongres diselenggarakan oleh DPP



Pasal 29
Musyawarah Besar Luar Biasa
	(1).
	MUBESLUB adalah pengambil yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, dilaksanakan atas pengajuan atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 DPD atas persetujuan Dewan Pembina, uang disebabkan oleh :
a. Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi suatu kepentingan atau keadaan yang memaksa
b. DPP melanggar AD/ART dan/atau tidak dapat melaksanakan amanat MUBES sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya.
c. Kebutuhan organisasi dan perkembangan situasi yang memaksa

	(2).
	MUBESLUB dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina

	(3).
	MUBESLUB memiliki kekuatan dan wewenang yang sama dengan MUBES

	(4).
	DPP wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya MUBESLUB



Pasal 30
Rapat Pimpinan Nasional
	(1).
	Rapat Pimpinan Nasional adalah Rapat Pengambilan Keputusan tertinggi setelah Kongres

	(2).
	Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun oleh DPP atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.




Pasal 31
Rapat Kerja Nasional
	(1).
	Rapat Kerja Nasional adalah Rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja Tahunan dan hasil Keputusan MUBES dan RAPINMAS

	(2).
	Rapat Kerja Nasional diadakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan DPP  atas persetujuan Dewan Pembina



Pasal 32
Konferensi Nasional
	(1).
	Konferensi Nasional adalah Rapat Organisasi di tingkat Nasional yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk kepentingan organisasi yang dipandang perlu untuk menghadapi situasi dan kondisi tertentu.

	(2).
	Konferensi Nasional dilaksanakan oleh DPP  atas persetujuan dan/atau [ermintaan Ketua Dewan Pembina




Bagian Ke Dua 
MUSYAWARAH  DAN RAPAT-RAPAT DAERAH
Pasal 33
Musyawarah Daerah 
	(1).
	MUSDA adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat provinsi yang diadakan sekali dalam 5 tahun

	(2).
	MUSDA berwenang :
a. Menetapkan Program Kerja Umum Daerah untuk lima tahun
b. Menilai pertangging jawaban DPD
c. Memolih dan menetapkan Calon-calon Ketua DPD
d. Ketua DPD terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 7 Orang anggota formatur untuk menyusun pengurus DPD
e. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Daerah
f. Menetapkan kebijakan dan keputusan lain.

	(3).
	MUSDA diselenggarakan oleh DPD



Pasal 34
Musyawarah Daerah Luar Biasa
	(1).
	MUSDALUB adalah Musyawarah Daerah yang diadakan dalam keadaan luar biasa karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Resort  dan disetujui oleh DPP yang disebabkan oleh :
a. Kepemimpinan DPD dalam keadaan terancam 
b. DPD  melanggar AD/ART dan/atau tidak dapat melaksanakan amanat MUBES sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya.
c. Kebutuhan organisasi dan perkembangan situasi yang memaksa

	(2).
	MUSDALUB dilaksanakan oleh DPP atas persetujuan Ketua Dewan Pembina

	(3).
	MUSDALUB memiliki kekuatan dan wewenang yang sama dengan MUSDA

	(4).
	DPD wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya MUSDALUB



Pasal 35
Rapat Pimpinan Daerah
	(1).
	Rapat Pimpinan Daerah adalah Rapat Pengambilan Keputusan setelah MUSDA

	(2).
	Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun oleh DPD atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.




Pasal 36
Rapat Kerja Daerah
	(1).
	Rapat Kerja Daerah adalah Rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja Tahunan dan hasil Keputusan MUSDA

	(2).
	Rapat Kerja Daerah  diadakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan DPD



Bagian Ke Tiga 
MUSYAWARAH  DAN RAPAT-RAPAT RESORT
Pasal 37
Musyawarah Resort 
	(1).
	MUSRES adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 tahun

	(2).
	MUSRES berwenang :
a. Menetapkan Program Kerja Umum Resort untuk lima tahun
b. Menilai pertangging jawaban DPR
c. Memilih dan menetapkan Calon-calon Ketua DPR
d. Ketua DPR terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 4 Orang anggota formatur untuk menyusun pengurus DPD
e. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Resort
f. Menetapkan kebijakan dan keputusan lain.

	(3).
	MUSCAB diselenggarakan oleh DPR



Pasal 38
Musyawarah Resort Luar Biasa
	(1).
	MUSRESLUB adalah Musyawarah Resurt yang diadakan dalam keadaan luar biasa karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Sektor dan disetujui oleh DPD yang disebabkan oleh :
a. Kepemimpinan DPR dalam keadaan terancam 
b. DPR  melanggar AD/ART dan/atau tidak dapat melaksanakan amanat MUSRES sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya.
c. Kebutuhan organisasi dan perkembangan situasi yang memaksa

	(2).
	MUSRESLUB dilaksanakan oleh DPD atas persetujuan Ketua Dewan Pembina

	(3).
	MUSRESLUB memiliki kekuatan dan wewenang yang sama dengan MUSRES

	(4).
	DPR wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya MUSRESLUB



Pasal 39
Rapat Pimpinan Resort 
	(1).
	Rapat Pimpinan Resort adalah Rapat Pengambilan Keputusan setelah MUSRES

	(2).
	Rapat Pimpinan Resort diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun oleh DPR 

	(3).
	Rapat Pimpinan Resort berwenang mengambil keputusan-kepuyusan selain wewenang MUSRES




Pasal 40
Rapat Kerja Resort
	(1).
	Rapat Kerja Resort adalah Rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja Tahunan dan hasil Keputusan MUSRES

	(2).
	Rapat Kerja Resort  diadakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan DPR




Bagian Ke Empat
MUSYAWARAH  DAN RAPAT-RAPAT SEKTOR
Pasal 41
Musyawarah Sektor 
	(1).
	MUSEK adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat Kecamatan  yang diadakan sekali dalam 5 tahun

	(2).
	MUSEK berwenang :
a. Menetapkan Program Kerja Umum Sektor untuk lima tahun
b. Menilai pertangging jawaban Pimpinan Sektor
c. Memilih dan menetapkan Calon-calon Ketua Pimpinan Sektor
d. Ketua Pimpinan Sektor terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 2 Orang anggota formatur untuk menyusun pengurus Pimpinan Sektor
e. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Sektor
f. Menetapkan kebijakan dan keputusan lain.

	(3).
	MUSEK diselenggarakan oleh Pimpinan Sektor



Pasal 42
Musyawarah Sektor Luar Biasa
	(1).
	MUSEKLUB adalah Musyawarah Sektor yang diadakan dalam keadaan luar biasa karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Sub Sektor dan disetujui oleh DPR yang disebabkan oleh :
a. Kepemimpinan Pimpinan Sektor dalam keadaan terancam 
b. Pimpinan Sektor  melanggar AD/ART dan/atau tidak dapat melaksanakan amanat MUSEK sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya.
c. Kebutuhan organisasi dan perkembangan situasi yang memaksa

	(2).
	MUSEKLUB dilaksanakan oleh DPR atas persetujuan Ketua Dewan Resort

	(3).
	MUSEKLUB memiliki kekuatan dan wewenang yang sama dengan MUSEK

	(4).
	Pimpinan Sektor wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya MUSEKLUB


Pasal 43
Rapat Pimpinan Sektor
	(1).
	Rapat Pimpinan Sektor adalah Rapat Pengambilan Keputusan setelah MUSEK

	(2).
	Rapat Pimpinan Sektor diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun oleh Pimpinan Sektor

	(3).
	Rapat Pimpinan Sektor berwenwng menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan - keputusan selain yang menjadi wewenang MUSEK serta membuat dan mengevaluasi Rencana Kerja Tahunan.




Bagian Ke Lima
MUSYAWARAH  DAN RAPAT-RAPAT SUB SEKTOR
Pasal 44
Musyawarah Sub Sektor 
	(1).
	MUSsEK adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat Kelurhn/Desa  yang diadakan sekali dalam 5 tahun

	(2).
	MUSsEK berwenang :
a. Menetapkan Program Kerja Umum Sub Sektor untuk lima tahun
b. Menilai pertangging jawaban Pimpinan Sub Sektor
c. Memilih dan menetapkan Calon-calon Ketua Pimpinan Sub Sektor
d. Ketua Pimpinan Sub Sektor terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 2 Orang anggota formatur untuk menyusun pengurus Pimpinan Sub Sektor
e. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Sub Sektor
f. Menetapkan kebijakan dan keputusan lain.

	(3).
	MUSsEK diselenggarakan oleh Pimpinan Sub Sektor




Pasal 45
Musyawarah Sub Sektor Luar Biasa
	(1).
	MUSsEKLUB adalah Musyawarah Sub Sektor yang diadakan dalam keadaan luar biasa karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Jumlah anggota dan disetujui oleh Pimpinan Sektor yang disebabkan oleh :
a. Kepemimpinan Pimpinan Sub Sektor dalam keadaan terancam 
b. Pimpinan Sub Sektor  melanggar AD/ART dan/atau tidak dapat melaksanakan amanat MUSSEK sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya.
c. Kebutuhan organisasi dan perkembangan situasi yang memaksa

	(2).
	MUSSEKLUB dilaksanakan oleh PS atas persetujuan DPR

	(3).
	MUSsEKLUB memiliki kekuatan dan wewenang yang sama dengan MUSsEK

	(4).
	Pimpinan Sub Sektor wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya MUSsEKLUB




Pasal 46
Rapat Pimpinan Sub Sektor
	(1).
	Rapat Pimpinan Sub Sektor adalah Rapat Pengambilan Keputusan setelah MUSEK

	(2).
	Rapat Pimpinan Sektor diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun oleh Pimpinan Sub Sektor

	(3).
	Rapat Pimpinan Sub Sektor berwenwng menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan - keputusan selain yang menjadi wewenang MUSsEK serta membuat dan mengevaluasi Rencana Kerja Tahunan.





Pasal 46
Peserta Musyawarah dan Rapat-Rapat
Peserta musyawarah dan rapat-rapat Organisasi di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.


BAB XII
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 47
	(1).
	Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana diatur dalam BAB XI adalah syah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta

	(2).
	Pengambillan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak memungkinkan maka, keputusan diambil  berdasarkan suara terbanyak




BAB XIII
LAMBANG, BENDERA, MARS, HYMNE, IKRAR
DAN MANIFESTO ORGANISASI
Pasal 48
Lambang 
	(1).
	Organisasi LASKAR MAUNG BODAS memiliki lambing, dengan makna sbb:

	
	(menyusul)

	(2).
	Lambang DPP disebut Panji

	
	Lambang DPD disebut Pataka

	
	Lambang DPR disebut Tunggul




Pasal 49
Bendera
	(1).
	Organisasi LASKAR MAUNG BODAS memiliki Bendera yang diatur dalam peraturan Organisasi

	(2).
	Bentuk, ukuran dan tatacara penggunaan bendera diatur dalamperaturan organisasi



Pasal 50
Mars  Dan Hymne
(Menyusul)


Pasal 51
IKRAR SAPTA DHARMA
LASKAR MAUNG BODAS
	(1).
	Kami LASKAR MAUNG BODAS adalah Warga NKRI beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang siap sedia membela NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45

	(2).
	Kami LASKAR MAUNG BODAS adalah Generasi yang siap melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa menerima tongkat estafet mengisi kemerdekaan dalam melanjutkan pembangunan di segala bidang.

	(3).
	Kami LASKAR MAUNG BODAS Siap sedia mendahulukan dan membela kepentingan rakyat Indonesia diatas kepentingan pribadi atau golongan

	(4).
	Kami LASKAR MAUNG BODAS Senantiasa Setia kepada cita-cita luhur organisasi, tunduk, patuh kepada Ideologi dan disiplin organisasi serta menjaga martabat dan kehormatan organisasi.

	(5).
	Kami LASKAR MAUNG BODAS senantiasa akan mentaati dan mengamalkan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi

	(6).
	Kami LASKAR MAUNG BODAS siap menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dan keadilan

	(7).
	Kami LASKAR MAUNG BODAS siap bermanunggal bersama pemerintah dan masyarakat serta semua unsure HanKam dalam mewujudkan iklim kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan kondusif.


 
Pasal 51
MANIFESTO ORGANISASI
Kami LASKAR MAUNG BODAS adalah generasi patriot bangsa yang siap bermanunggal dengan semua elemen bangsa dalam membela kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Dengan segenap ketulusan dan keikhlasan, sukarela, penuh rasa cinta tanah air dan Ibu Pertiwi bertekad dengan segenap jiwa raga untuk berbakti membela keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia.
Kami LASKAR MAUNG BODAS adalah Ksatria yang menjunjung tinggi kejujuran, membela kebenaran dan keadilan, membela kaum yang lemah dan tertindas, turut mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui organisasi LASKAR MAUNG BODAS kami akan bersama-sama berjuang membangun masyarakat dan bangsa yang terhormat, masyarakat dan bangsa yang adil dan makmur, membangun masyarakat dan bangsa yang disegani oleh bangsa lain karena keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
Kami LASKAR MAUNG BODAS bertekad membangun masyarakat Bhineka Tunggal  Ika yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan menjaga toleransi antar sesame umat beragama, ras, suku bangsa, budaya dan latar belakang sosialnya.
Kami LASKAR MAUNG BODAS senantiasa menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekeluargaan dan kebersamaan, melalui organisasi ini kami rapatkan barisan, satukan tekad dan langkah untuk INDONESIA.



BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 52
Berkaitan dengan pengambilan keputusan hal-hal yang strategis maka  Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jendral diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan strategis organisatoris yang diperlukan.



BAB XIV
KEUANGAN
Pasal 53
Keuangan Organisasi bersumber dari :
	(1).
	Iuran Bulanan Anggota dan Pengurus Organisasi

	(2).
	Sumbangan yang syah menurut hokum dan tidak mengikat

	(3).
	Bantuan Keuangan dari APBD dan APBN

	(4).
	Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal 53 di atas diatur pada Anggaran Rumah Tangga





Pasal 54
Laporan Bendahara
	(1).
	Bendahara organisasi pada setiap jenjang/tingkatan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penerimaan/pemasukan dan pengeluaran dana dari semua sumber kepada Badan pemeriksa Keuangan Organisasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir 

	(2).
	Audit laporan tersebut disampaikan kembali kepada organisasi paling lambat 1(satu) bulan setelah diaudit 



Pasal 55
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
	(1).
	Pengelolaan keuangan dilakukan secara transfaran dan akuntabel 

	(2).
	Bendahara organisasi disetiap tingkatan wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi :
a. Laporan Harian realisasi anggaran 
b. Laporan neraca 
c. Laporan arus  kas 

	(3). 
	Laporan bendahara DPD, DPR wajib dilaporkan kepada Bendahara pasi umum DPP untuk keperluan auditor 

	(4). 
	Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi 



BAB XIV
KETENTUAN PERUBAHAN
Pasal 56
	(1).
	Masa Jabatan Kepengurusan LASKAR MAUNG BODAS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi/Daerah dan Tingkat Kabupaten/Kota (Resort) di tetapkan untuk Jangka Waktu Masa Jabatan selama 5 (lima) tahun. Berakhir pada saat penyelenggaraan MUBES, MUSDA dan MUSRES

	(2).
	Masa Jabatan Kepengurusan LASKAR MAUNG BODAS Tingkat Kecamatan (Sektor) di tetapkan untuk Jangka Waktu Masa Jabatan selama 4 (empat) tahun. Berakhir pada saat penyelenggaraan MUSEK

	(3).
	Masa Jabatan Kepengurusan LASKAR MAUNG BODAS Tingkat Keluaran/Desa (Sub Sektor) di tetapkan untuk Jangka Waktu Masa Jabatan selama 3 (tiga) tahun. Berakhir pada saat penyelenggaraan MUSsEK

	(4).
	Anggota Pimpinan LASKAR MAUNG BODAS pada semua jenjang/tingkatan organisasi LASKAR MAUNG BODAS tidak diperkenankan merangkap jabatan pada organisasi masa sejenis serta pada organisasi LASKAR MAUNG BODAS setingkat di bawahnya.

	(5).
	Masa Jabatan Kepengurusan baru hasil MUBESLUB, MUSDALUB, MUSRESLUB, MUSEKLUB, MUSsEKLUB adalah sisa masa jabatan kepengurusan yang di gantikannya.



Pasal 57
Perubahan Anggaran Dasar
Penyempurnaan dan/ atau perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh musyawarah besar 
(MUBES)/MUBESLUB dengan persetujuan 2/3 suara peserta yang hadir. Ketentuan serta peraturannya diatur dalam anggaran rumah tangga. 

	(1).
	Untuk Pertama kalinya Laskar MAUNG BODAS akan melaksanakan Musyawarah Besar (MUBES)I Tahun 2021

	(2).
	MUSDA dilaksanakan setelah MUBES, MUSRES dilaksanakan setelah MUSDA, MUSEK dilaksanakan setelah MUSRES dan MUSsEK setelah MUSEK



BAB XIV
Pembubaran Organisasi
Pasal 58
	(1).
	Pembubaran Organisasi Hanya dapat dilakukan dalam satu MUBES yang khusus untukmelakukan hal tersebut dan dinyatakan syah apabila dihadiri dan disetujui oleh seluruh peserta

	(2).
	Dalam hal dibubarkannya organisasi maka kekayaannya  di serahkan kepada Badan/Lembaga social di Indonesia.



BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
	(1).
	Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LASKAR MAUNG BODAS  Yang diangkat dan di tetapkan oleh Para Pendiri dan Dewan Pembina dengan susunan sbb :

	
	a. Ketua Umum
	: UJANG ANO “LODAYA” PURNAMA

	
	b. Sekretaris Jendral
	: AGUS SOPANDI

	
	c. Bendahara Umum
	: DODI DARUANTO, S. E.



	(2).
	Menetapkan Ketua Dewan Pembina  LASKAR MAUNG BODAS adalah :
TATANG HIDAYAT

	(3).
	Ketetapan ini memberikan mandate bersama kepada Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Bendahara Umum untuk memulai langkah kerja organisasi



BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60
	(1)
	Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART

	(2).
	Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
























PENUTUP
Pasal 61
	(1).
	Hal-hal yang belum di tetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga peraturan Organisasi dan keputusan lainnya.

	(2).
	Anggaran Runah Tangga ini berlaku sejak tanggal di tetapkan



DEWAN PIMPINAN PUSAT 
LASKAR MAUNG BODAS

	Ditetapkan di
	: Rancah-Ciamis
	
	

	Pada Tanggal
	: 18 Juni 2016
	
	



	Ketua Umum,




U. ANO “LODAYA” PURNAMA
	Sekretaris Jenderal,




AGUS SOPANDI



	
	Menyetujui :
Ketua Dewan Pembina





TATANG HIDAYAT

	


























ANGGARAN RUMAH TANGGA 
LASKAR MAUNG BODAS

BAB I
KEANGGOTAAN 
Pasal I
Syarat Kanggotaan
Syarat mnjadi anggota LASKAR MAUNG BODAS adalah :
	(1)
	Warga Negara Indonesia yang berpedoman dan setia kepada Pancasila dan UUD 45

	(2).
	Berusia sekurang-kurangnya 17Tahun

	(3).
	Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan serta keputusan organisasi

	(4).
	Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi anggota



BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 2
Kewajiban Anggota
Setiap Anggota LASKAR MAUNG BODAS berkewajiban :
	(1)
	Mematuhi, melaksanakan,mentaati dan mengamalkan AD/ART, ketentuan dan peraturan organisasi yang di tetapkan serta mengamalkan dan memperjuangkan berbagai kebijakan organisasi yang di tetapkan

	(2).
	Menghadiri seluruh kegiatan dan rapat organisasi

	(3).
	Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan organisasi

	(4).
	Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi anggota

	(5).
	Membayar Iuran Bulanan Anggota dan iuran lainnya 



Pasal 2
Hak Anggota
Setiap Anggota LASKAR MAUNG BODAS berhak :
	(1)
	Memperoleh perlakuan yang sama

	(2).
	Mengeluarkan pendapat baik lisan ataupun tulisan

	(3).
	Memilih dan dipilih

	(4).
	Memperoleh perlindungan dan pembelaan

	(5).
	Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Kader

	(6).
	Memeperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.




BAB III
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Pasal 4
	(1).
	Berakhirnya Keanggotaan Organisasi LASKAR MAUNG BODAS dikarenakan :
a. Mengundurkan Diri atas permintaan sendiri yang dinyatakan secara tertulis

	
	a. Diberhentikan

	
	b. Meninggal Dunia

	
	c. Terbukti menjadi Anggota Ormas Lain.

	(2)
	Anggota dapat diberhentikan karena :
a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota organisasi
b. Melanggar AD/ART dan Keputusan MUBES serta RAPIMNAS
c. Melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang tersela yang melanggar hokum dan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan,Kebijakan dan Keputusan Organisasi

	(3).
	Anggota Organisasi yang dikeluarkan dapat mengajukan pembelaan diri/Banding ke DPP

	(4).
	Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Anggota diatur dalam peraturan organisasi.



BAB IV
KADER
Pasal 5
	 (1).
	Kader Organisasi adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader yang di seleksi berdasarkan kriteria :

	
	a. Mental dan Ideologi
b. Penghayatan terhadap visi, misi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi
c. Dedikasi, loyalitas, disiplin, prestasi dan tidak tercela
d. Leadership/Jiwa Kepemimpinan
e. Militansi dan Kemandirian

	(2).
	Ketentuan lebih lanjut tentang DIKLAT Kader diatur dalam peraturan organisasi.


 
BAB V
STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN
Pasal 6
Dewan Pembina
	(1).
	Susunan Dewan Pembina Organisasi terdiri atas :
a. Ketua Dewan Pembina 
b. Anggota Dewan Pembina
c. Anggota Dewan Pembina dipilih oleh Ketua Dewan Pembina 

	(2).
	Jumlah Anggota Dewan Pembina sebanyak-banyaknya 10 (Sepuluh) Orang

	(3).
	Kepengurusan Dewan Pembina selanjutnya akan berkedudukan di Ibu Kota Negara



Pasal 7
Dewan Pimpinan Pusat
	(1).
	Dewan Pimpinan Pusat Terdiri dari Pengurus DPP 

	(2).
	Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus DPP dan Dewan Penasehat Pusat

	(3).
	Susunan Pengurus DPP terdiri atas :
a. KetuaUmum
b. Wakil-Wakil Ketua Umum
c. Ketua-Ketua Bidang
d. Sekretaris Jenderal
e. Wakil-Wakil Sekjen
f. Bendahara Umum
g. WakilWakil Bendahara Umum
h. Departemen-Departemen

	(4).
	Jumlah Pengurus DPP sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh) Orang dengan memperhatikan keterwakilan 30 % perempuan

	(5).
	Kepengurusan Dewan Pembina selanjutnya akan berkedudukan di Ibu Kota Negara



Pasal 8
Dewan Pimpinan Daerah
	(1).
	Dewan Pimpinan Daerah adalah Pengurus Organisasi di Tingkat Provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi

	(2).
	Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus DPD dan Dewan Penasehat DPD

	(3).
	Susunan Pengurus DPD terdiri atas :
a. Ketua
b. Wakil-Wakil Ketua 
c. Sekretaris
d. Wakil-Wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. WakilWakil Bendahara
g. Biro-Biro

	(4).
	Jumlah Pengurus DPD sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) Orang dengan memperhatikan keterwakilan 30 % perempuan



Pasal 9
Dewan Pimpinan Resort
	(1).
	Dewan Pimpinan Resort  adalah Pengurus Organisasi di Tingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota

	(2).
	Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus DPR dan Dewan Penasehat DPR

	(3).
	Susunan Pengurus DPR terdiri atas :
a. Ketua
b. Wakil-Wakil Ketua 
c. Sekretaris
d. Wakil-Wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. WakilWakil Bendahara
g. Seksi-seksi

	(4).
	Jumlah Pengurus DPR disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing DPR  dengan memperhatikan keterwakilan 30 % perempuan



Pasal 10
 Pimpinan Sektor
	(1).
	Pimpinan Sektor  adalah Pengurus Organisasi di Tingkat Kecamatan yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan

	(2).
	Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus PS dan Dewan Penasehat PS

	(3).
	Susunan Pengurus PS terdiri atas :
a. Ketua
b. Wakil-Wakil Ketua 
c. Sekretaris
d. Wakil-Wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. WakilWakil Bendahara
g. Unit-Unit

	(4).
	Jumlah Pengurus PS disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing PS  dengan memperhatikan keterwakilan 30 % perempuan



Pasal 11
 Pimpinan Sub Sektor
	(1).
	Pimpinan Sub Sektor  adalah Pengurus Organisasi di Tingkat Desa/Kelurahan yang berkedudukan di Ibu Kota Desa/Kelurahan

	(2).
	Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus PSS dan Dewan Penasehat PSS

	(3).
	Susunan Pengurus PSS terdiri atas :
a. Ketua
b. Wakil-Wakil Ketua 
c. Sekretaris
d. Wakil-Wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. WakilWakil Bendahara
g. Kelompok-Kelompok

	(4).
	Jumlah Pengurus PSS disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing PSS  dengan memperhatikan keterwakilan 30 % perempuan




Pasal 12
 Pengurus Organisasi
	(1).
	Kualifikasi menjadi Pengurus Organisasi :
a. Mematuhi AD/ART dan Manifesto Perjuangan Organisasi
b. Dinyatakan lulus DIKLAT Kader Organisasi
c. Memiliki Prestasi, Dedikasi, disiplin, loyal dan tidak  tercela
d. Memilikikapabilitas dan akseptabilitas
e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam organisasi

	(2).
	Setiap Pengurus dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pimpinan Partai yang bersifat vertikal



Pasal 13
 Lowongan Antar Waktu
	(1).
	Lowongan Antar Waktu Pengurus terjadi karena :
a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
b. Diberhentikan 
c. Meninggal Dunia
d. Pindah Kepada Organisasi lain

	(2).
	Kewnangan pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
a. Untuk DPP dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan Putusan Sidang Majelis Etik dan Kehormatan selanjutnya di laporkan dalam Rapimnas
b. Untuk DPD Dilakukan oleh DPP berdasarkan Usulan DPD dan putusan siding Majelis Etik dan Kehormatan
c. Untuk DPR dilakukan oleg DPP berdasarkan usulan DPR dan putusan siding Majelis Etik dan kehormatan
d. Untuk PS dilakukan oleg DPR berdasarkan usulan PS dan atas persetujuan DPD
e. Untuk PSS dilakukan oleg PS berdasarkan usulan PR dan atas persetujuan DPR

	(3).
	Pengurus Tingkat DPP, DPD dan DPR yang diberhentikan dapat mengajukan banding ke DPP, sedangkan Pengurus Tingkat PS dan PSS dapat mengajukan banding ke DPD

	(4).
	Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian pengurus dan hak membela diri diatur dalam peraturan partai



BAB V
ORGANISASI SAYAP/BADAN OTONOM/BADAN USAHA
Pasal 14
	(1).
	Organisasi Sayap/Badan Otonom/Badan Usaha sebagai sumber anggota dan sumber usaha sebagai pendukung organisasi dalam menjalankan program kerja organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, bernangsa dan bernegara

	(2).
	Organisasi Sayap/Badan Otonom/Badan Usaha Harus sejalan dengan kebijakan organisasi si tiap tingkatan



BAB VI
HUBUNGAN DAN KERJASAMA 
DENGAN ORMAS DAN BADAN/LEMBAGA LAIN
Pasal 15
Dengan Organisasi Kemayrakatan dan/atau Organisasi Lainnya
Hubungan dan Kerjasama LASKAR MAUNG BODAS dengan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan dalambentuk program dan kegiatan bersama dalamkehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk kepentingan masyarakat

Pasal 16
Dengan Badan/Lembaga Lain
Hubungan dan Kerjasama LASKAR MAUNG BODAS dengan Badan/Lembaga lain dapat dilakukan dalambentuk program dan.atau kegiatan bersama untuk  kepentingan masyarakat

BAB VII
ATRIBUT
Pasal 17
	(1).
	LASKAR MAUNG BODAS memiliki atribut yang terdiri dari :
a. Lambang
b. Bendera
c. Panji, pataka dan tunggul
d. Seragam
e. Mars dan Hymne

	(2).
	Ketentuan Atribut tentang naskah, bentuk, ukuran dan tatacara penggunaan serta ketentuan lainnya diaturan lebih lanjut dalamperaturan Partai.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18
	(1).
	Hal-hal yang belum di tetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan Organisasi dan keputusan lainnya.

	(2).
	Anggaran Runah Tangga ini berlaku sejak tanggal di tetapkan



DEWAN PIMPINAN PUSAT 
LASKAR MAUNG BODAS

	Ditetapkan di
	: Rancah-Ciamis
	
	

	Pada Tanggal
	: 18 Juni 2016
	
	



	Ketua Umum,




U. ANO “LODAYA” PURNAMA
	Sekretaris Jenderal,




AGUS SOPANDI



	
	Menyetujui :
Ketua Dewan Pembina





TATANG HIDAYAT
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